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Nomor ?. I T11h1111 ?,() J I , 1111dm kril,; rin pcrnh,:rfttn 
t11111lmh11.n pcnghn:i i l1111 di tc:lnplmn clc;ng11 11 l'cnilur:,n 
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Mcngingnt 

h. hnhwn iicl111hu11g1111 tu lnnyu pcruh11hnn pcnµ,aluran 
nI11s l<clc:ntunn mcngcn11i Pcnghnui lnn l'cgnwai 
Ncgcri Sipil di Linglrnngnn Pc:mcrinI11h Kuhupatcn 
l~c,jnng Lcho111;, rnnkn Pcrnlurnn Bupnti l?tjang 
Lcbong Nomor 6 Tnh un ?.OICJ lcnlnng Pcmhcrinn 
'l'Hmbnhnn Pcnglurni lnn P1)gawni Ncgcri Sipil di 
Lingkungun l'cmcrlnlnh l<abupnlcn Rc, jnng l..chong, 
perlu diuhah untul< discsuaikan; 

c, bnhwu untuk mclalrnannlmn l<clcntuan Hchagnimana 
dimnksud pndo huruf n dnn hurur b, per lu 
mcn ctnplwn PcrnhIron Bupati Rcjong Lchong 
tcn!Rng Perulmh un /\I.as Pcraluran 13upnti Rcjnng 
Lel>ong Nomor G Tuhun 2019 tcnt:ing Pcmhcriun 
Tnml>nhan Pcnghasilan PcgawRi Ncgcri Sipi l di 
Lingkungnn Pcmcrintah l(abupatcn Rcjang J,ebong. 

I. Undang-Undang Nomor 9 Tahun I 967 11:nta ng 
Pcmhcnl ulrnn Piropinsi Bcngkulu (Lcmharan Negara 
Rcpul>lik Indon esia Tahu n 1967 Nomor 19, 
Tumbnhnn Lcm banm Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 2828); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Pera tu ran Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5 . Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 
tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di 
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); 

6 . Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5135); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengeiolaan Keuangan Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 310); 

9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana teiah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong Tahun 2018 Nomor 133); 

10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang 
Pokok-Pokok Pengeloiaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 
2017 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9). 
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MENETAPKAN 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI REJANG UEBONG NOMOR 6 
TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN 
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DJ 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG 
LEBONG 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 
2019 ten tang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong (Serita Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 523), diubah sebagai berikut: 

Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 21 

(I) TPP dibayar sebanyak 12 ( dua belas) kali setiap tahun. 
(2) Selain pembayaran TPP sebagairoana dimaksud pada ayat (1) dapat 

diberikan TPP Tunjangan Hari Raya dan TPP Tunjangan Ketiga Belas yang 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
dibayarkan sesuai pembayaran TPP bulan sebelurnnya dengan 
memperhatikan kemampuan keuangan daerah. 

(3) Permintaan pembayaran uang TPP diajukan pada bulan berikutnya, 
kecuali untuk buJan Desember dapat diajukan pada bulan berjalan 
dengan ketentuan hari kerja selama bulan Desember ditetapkan selama 
25 (dua puluh lima) bari kalender. 

(4) Tata cara pembayaran uang TPP dilakukan oleh Kepala OPD dan/atau 
pejabat yang benJJenang pada OPD dengan menerbitkan Surat Permintaan 
Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar SPM) TPP, selanjutnya 
BPKD menerbitkan SP2D TPP berdasarkan SPM OPD, dengan 
melampirkan: 
a. rekapitu lasi capaian aspek perilaku dan prestasi kerja pegawai; 
b. basil perhitungan dan verifikasi capaian aspek perilaku dan prestasi 

kerja pegawai; dan 
c. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak, dengan format 

sebagaimana tercantum daJam lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(5) Dalam haJ terdapat kelebihan pembayaran TPP bulan Desember maka 
akan diperhitungkan pada pembayaran TPP bulan Januari tahun 
berikutnya. 

(6) Pembayaran TPP yang belum dapat dibayarkan pada tahun berkenaan 
dapat dibayarkan pada tahun berikutnya. 

(7) Ketentuan lebih Janjut mengenai tata cara pembayaran TPP, berpedoman 
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Pasal D 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong. 

Ditetapkan di Curup 1 
Pada tanggal 30 'i>«mbZr 2020 

BUPATI REJANG LEBONG, 

I 

Diundangkan di Curup 
Pada tanggal 30 ~Sl'm~r 2020 

SDAERAH 
ANGLEBONG, 

H. R. A. DENNI 

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020 NOMOR b/3 
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